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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Ekspresi Budaya Tradisional, meskipun memiliki beberapa kemiripan, 

tidak dapat disamakan dengan ciptaan. Maka, negara seharusnya tidak 

dapat menjadi Pemegang Hak Cipta sebagaimana ketentuan-ketentuan 

UUHC. Hal ini disebabkan karena Objek EBT dan objek Ciptaan pada 

UUHC 2014 sedikit berbeda. Begitu pula dalam hal syarat ciptaan. 

Ciptaan yang dilindungi adalah karya yang orisinal sehingga sulit 

diterapkan pada EBT yang Penciptanya jarang diketahui dan berbeda-beda 

versinya. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam UUHC tidak sama 

dengan EBT yang merupakan milik komunal. Jika negara berperan sebagai 

Pemegang Hak Cipta dari EBT maka bertentangan dengan hak-hak 

masyarakat adat, bertentangan dengan hak Pencipta dalam UUHC untuk 

memberi izin atau melarang penggunaan Ciptaan, serta bertentangan 

dengan  peraturan Hak Cipta mengenai Pengalihan Hak Cipta, maka jika 

ingin diterapkan dibutuhkan Peraturan Pemerintah 

2. UU Pemajuan Kebudayaan tidak dapat menjadi alternatif untuk 

melindungi EBT. Memang UU Pemajuan Kebudayaan dapat menutupi 

sedikit kekurangan Hak Cipta dalam hal menginventarisasi, menjaga, dan 

memelihara EBT seperti pada pasal 38 UUHC, terutama jika Strategi 

Kebudayaan dapat berjalan dengan baik. Namun dalam beberapa hal, UU 

ini memiliki banyak kekurangan yaitu membutuhkan perhatian lebih 

terhadap hak-hak masyarakat adat. 

5.2 Saran 

1. Jika Negara tetap ditempatkan sebagai Pemegang Hak Cipta EBT, maka 

harus dibuatkan aturan yang jelas mengenai perizinan penggunaan EBT 

yang dapat diajukan kepada negara. Nantinya negara dapat melindungi hak 

moral masyarakat adat dan menggunakan hak ekonominya bisa 
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dikembalikan dalam bentuk bantuan demi kemajuan dan kepentingan 

masyarakat adat itu sendiri. 

2. Ekspresi Budaya Tradisional kurang tepat jika dilindungi menggunakan 

rezim Hak Cipta. Jika ingin meletakkan Ekspresi Budaya Tradisional 

dalam rezim perlindungan Hak Cipta, maka Pasal 38 harus dilaksanakan 

secara maksimal. Dapat dibuat peraturan pemerintah yang mengatur lebih 

lanjut mengenai perlindungan EBT tersebut. Dapat juga negara selaku 

pemegang Hak Cipta melindungi hak moral dari masyarakat adat, dan 

memanfaatkan hak ekonomi yang dipegangnya demi kepentingan 

masyarakat adat 

3. Dibuatkan aturan khusus mengenai perlindungan EBT. Misalnya RUU 

EBT yang di dalamnya sudah menganggap masyarakat adat sebagai 

pemilik kolektif dengan menyebutnya "masyarakat pengemban". Dalam 

RUU EBT pun diatur soal pihak-pihak yang dapat mewakili masyarakat 

adat dan instansi yang memiliki wewenang dalam urusan ini. 

4. Agar UU Pemajuan Kebudayaan dapat bekerja ideal, atau dalam hal ini 

dapat memajukan pengaturan dalam perlindungan terhadap EBT, maka 

strategi-strategi kebudayaan yang ada di dalamnya memerlukan penelitian 

lebih lanjut, pembenahan badan yang berwenang dalam melakukan 

strategi-strategi tersebut, dan ketentuan lain yang mengatur realisasi dari 

strategi-strategi ideal tersebut. 
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